BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/294/K/411,013/2023
TEMTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUFATI NOMOR 188/241/K/411.013/2023
TENTANG PENETAPAN STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI NGANJUK,

bahwa dengan adanva usulan perubahan Standar Harga Satuan
Tahun 2023 dari Peramgkat Daerah di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Nganjuk, periu menetapkan Keputusan Bupati tentang
Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor
188/241/K/411.013/2023 tentang Penetapan Standar Harga
Satuan Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daersh sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah:

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tshun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemernintah Nomor 28 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara /Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan
Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam



